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Komisi IV Segera Revisi UU Kehutanan

[itiek: Jaga Ekosistem Hutan

Senayan tengah menggodok revisi Undang-Undang
(UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Perusahaan tambang diminta menerapkan

standar pemulihan lingkungan yang ketat dan
berkelanjutan pasca operasi tambang.

KETUA Komisl 1V DFR S
Hedbatt Hartyvadt allas Tilek
Soehartn menpatakan, aspek
perlindungan Unghungan hars
imenyal salah sacu perbatizn wa-
ima dalam revist UL Behutanan,
Langkah rersebur panting umiuk
menjaga kelestarfan ekoslstem
dan mentnimalkan dampak keru-
sakan Hagkungan aklbat aktlbvitas
peranmbangan,

Wenurutnyva, regulasl vang
telah Berlaku lebih darl dua de-
karde [t perlu disesualkan dengan
kondlsl de Bapangan dan dlina-
imika sektor kehulanan maupun
Ineuserd yang tens berkembang,

“Undang-undang Ini sudah
kedaluwarsa karena sekarang
Tanvyak pergenibangan, fadl hars
klta revisd,” wpar Tithek o) [akarta,
Seqtin [B/G2026).

Tieiek Jupa menyoro wacana
perubahan skema pemanfaatan
kawasian hutan untuk keglatan
ran-kehutanan, Salah st usuban
vang berkembang adalah re-
ngiehal mekanisme Ln pinjam
ke kawasan hutan men|ad sis-
fem sewva pakal. Tuuannya agar
membarlkan manfazl ekonom|

vang lebih optimal bagh nepara
dan dazah.

Selain b, Tidek meminta
menfaga keseimbangan antina
kepentingan ekanoml, kelesia-
rlan lUngkungin, dan kesejah
teraan masyarakat df sekitar ka-
sasn tanhang, Karena perusa-
haan tldak hanya berlangpung
Jawah mengamhbil manfaar eko-
ok dard sumher dava alam,
tetapl juga memilik kevapban
unituk menilhkan ngkungan
dan memberikan manfaar bagl
masyarakar setermpat.

“Bomitmen kita semua untuk
menjaga ekosistem dan bulan
supayi tetap lestars, Tidak hanva
mengerub hasll bumi,” tandas
politikus Gerindra ind.

Senada, anpgoia Komiss 101
TIFR Nyoman Pama mengingla-
kean revist LU Kehutanan leblh
herpihak pada peclindungan hatan
dan keadilan bapl masyarakal
afdat. Karena masyarakal adal
vang sesungpihnya pallng setl
menfaga huan, Sehingga revist
heleld inl harus bisa menjawah
leetldakaclilan yarg selama inl di-
alami obeh meseka.

Titiek Soeharts

"L Kehutanan vang berlaku
st nl tebabyberiesla 27 tahun dan
Belum mengalaml pembaruan
secara komprehenstf,” ofar Para
dl Jakarta, Senin (3%2026).

Menurumya, momentunm re-
wisl harus dimanfaatkan untuk
memperbatkl tatz kelola kehuia-
nan nashonal agar lebih jelas,
adil, dan berorlentas: pada per-
lindungan lingkungan. Salah
satunva dengan penyederhanaan
dan penegasan isillah terhan
peagelompakan kavasan huran,

"t g banyak [stlah dalam
pengelolaan hutan yang jusir
menimbulkan kerancuan di
lapangan,” kit poliikus PIHP

inl.

Karena [tu, Parla meminta agar
klasifikast seporti hutan e,
hietan produksi, hutan negara,
hutan adaz, dan hutan hak dapal
tlarurmskan lebih gamblang baik
dalam batang wbuh undang- en-
dang maupun bagian penjela-
SAMNYA

Selaln [, da memaparkan
ke Isf kehunanannaslonal vang,
dinilat memprihatinkan. Dalam
kurun Hma dekide terakhir, In-
deresiz telah kehilangan lahan
hutan abihat kanverss mencapsal
330 juta hebrare, Angka defo-
pstasl pun tercatal mencapal 28
Juea hiektare,

Melhat keasdlsd ersebur, Parta
menelal arah revist U1 Kehutanan
figeri s llubiah. Repulast baru tdak
htih Lagt hanva mendilkberatkan
pada pemanfaatan hutan, lap
hanus fokus pada perlindungan
komservasl, dan rebodsasl.

Untuk dana konservast dan
rebolsasi, Parta mengusulkan
apar plhak swasta atau korperast
wang memantaatkan hasl] utan
iiwajihkan bertanggung jawah
rerhadap pemulihan kawasan
huran. Dan thdak hanya berturmpe
pari Anggaran Pandapatan dan
Belanja Negara (APBNI dan
Anggaran Pendapatan Dan Be
lanja Daerah [APRIN.

" Jangan sampal setelah meng-
armbil hasll dan mersak han,

lalu mereka pergd begliu sajadan
menyverahkan behan reboisasi
kepada APEN dan APBL. [t
tdak pas,” tegas polltbus asal
Ball Inl.

Sementara, INrekiur Jenderal
Fengelnlaan Daerah Allran Su-
ngal dan Rehabllitasl Hulzn
(Dufen PDASEH) Eemenhut
Divah Martiningsih berpenda-
pat, revist Inl sebagal momen-
tum memperkuat rata kelola
kehutanan naslenal yang lebih
adapeid, [nklusif, dan berkelan-
|utam. Repulas) vang disusun
iharapkan mampa menberlkan
kepasthan hukiem, memperkuoal
perlindungan kawasan hufan,
meninpharkan kesa|ahleraan
inasyarakat dl dalam dan seklar
kawazan hucan.

“Juga mendukung tkhim n-
veslash vang bernanggung jawah
terhadap kelestarian hutan,”
ujar Dyval df Jakarta, Senin (8
Gr2l26.

Dyah meminia adanya pe-
Tatan peran selurieh pemangku
kepentingan, szpertl Pomerintah
Daerzh (Pemdal, masyarakat
Tehuem aal, pelabi saha, akae-
inksy, dan organlsasl masvarakal
slpal dalam mewnjudkan penps-
Il hutan beckelasjutan.

“Kolaborast mulilipihak menjadl
Kl dalaim menyaga fungs! husan
sehagal penvangpa kehildupan,”
[Py A, m TIF
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